
 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

NOMOR   16    TAHUN 2016 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  

NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 188/43.K/KPTS/013/2016 

tentang Pembatalan 3 (tiga) Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan maka perlu mencabut Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 150 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah  perlu 

membentuk Peraturan  Daerah Kabupaten Magetan 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

Air Bawah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

SALINAN 
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Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya 

dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota 

Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015   Nomor 

2036); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2014 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

dan 

BUPATI MAGETAN 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 

14 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH 

TANAH. 

 

Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan Air  Bawah Tanah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2003 Nomor 57) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal  2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan. 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 14 November 2016 

     

BUPATI MAGETAN, 

ttd 

S U M A N T R I 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 14 November 2016 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

         ttd 

 S U T I K N O 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 13 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA 

TIMUR : 378-16/2016 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

SUCI LESTARI, SH 

Pembina Tingkat I 

NIP.19680803 199503 2 002 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

NOMOR   16  TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

 NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH  

 

I. UMUM 

 

Sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 251 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut juga sejalan 

dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ 

tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, serta 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang 

Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 

Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Gubernur Jawa Timur telah 

menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/43.K/KPTS/013/2016 tentang  Pembatalan 3 (tiga) Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan. Dalam Keputusan Gubernur dimaksud 

didalamnya antara lain menetapkan pembatalan terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

Air  Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2003     

Nomor 57), dikarenakan bertentangan dengan Lampiran I huruf CC 

angka 1 Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai 

kewenangan dalam pengelolaan air tanah. 

Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari 

pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Timur dimaksud, 

serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, dimana dalam ketentuan tersebut 

mengamanatkan bahwa apabila keseluruhan materi muatan Peraturan 
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Daerah dibatalkan oleh Gubernur, maka selanjutnya Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

   Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 65 


